
 

 
 

PETIKAN  

PUTUSAN NOMOR 139-01-17-29/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, 

sebelum menjatuhkan putusan akhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara 

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh: 

 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diwakili oleh: 

 1. Nama : H. Muhammad Mardiono 

  Jabatan : Plt. Ketua Umum DPP PPP 

 
 

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta 

Pusat 

 2. Nama : H. Arwani Thomafi 

  Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP 

 
 

Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng, Jakarta 

Pusat 

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi 

kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Muallim bahar, 

S.H., Akhmad Leksono, S.H., M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Bakas Manyata, S.H., 

M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra 

Bani Sagalane, S.H., M.H., Memed Adiwinata, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum 

pada Kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Diponegoro 

Nomor 60, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, baik 

bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; 

Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------Pemohon; 

Terhadap 

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, 

Menteng, Jakarta Pusat. 
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Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 

2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li, 

Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., 

Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, 

S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., 

Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., 

M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, 

S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., MH., AM. Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni 

Khurniawan, S.H., advokat/konsultan hukum pada kantor Firma Hukum HICON, yang 

tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum berkantor di Jalan Imam 

Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat dan dalam perkara ini baik sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; 

Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------------Termohon; 

II. Partai Nasional Demokrat (NasDem) yang diwakili oleh: 

 1. Nama : Drs. Surya Paloh 

  Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem 

 

 

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Kelurahan 

Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng  

Jakarta Pusat 

 2. Nama : Hermawi Taslim 

  Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem 

 

 

Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44-46 Kelurahan 

Gondangdia Lama, Kecamatan Menteng, 

Jakarta Pusat 

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024 

bertanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., 

M.M., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, 

S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., 

M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., DR. Husni 

Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, 

S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., 
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T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra 

Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, 

S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. 

Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Mashuri, S.H., M.H., Ifrianto S. 

Rahman, S.H., M.H., CPLC., Shinta Ino, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., Bansawan, 

S.H., Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan 

Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkantor di Jalan RP. Suroso Nomor 42-

46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama 

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; 

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Pihak Terkait; 

[1.2] Membaca permohonan Pemohon; 

 Mendengar keterangan Pemohon; 

 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  

 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait; 

 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum; 

 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum. 

2. DUDUK PERKARA 

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan 

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. 

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah 

memberikan jawaban, serta Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

(Bawaslu) telah memberikan keterangan masing-masing. 
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3. PERTIMBANGAN HUKUM 

[3.1] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima permohonan Pemohon 

pada tanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan 

bertanggal 26 Maret 2024, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 

Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024. 

[3.2]  Menimbang bahwa terhadap perkara a quo, Mahkamah telah 

melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan 

dan kejelasan materi permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon pada 

tanggal 3 Mei 2024. 

[3.3]  Menimbang bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan 

Persidangan untuk mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan 

Keterangan Bawaslu serta mengesahkan alat bukti para pihak pada tanggal 8 Mei 

2024. 

[3.4]  Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 

permohonan Pemohon, Jawaban dan eksepsi Termohon, Keterangan dan eksepsi 

Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti yang diajukan para pihak 

dalam sidang pemeriksaan pembuktian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih 

dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dan fakta persidangan 

sehubungan dengan keterpenuhan syarat formil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

 Bahwa menurut Mahkamah, permohonan Pemohon sepanjang Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) 

Gorontalo 6 terdapat petitum yang tidak bersesuaian, yang pertimbangan hukum 

selengkapnya akan dimuat bersama-sama dengan putusan akhir dalam perkara a quo. 



5 
 
 

 
 

 

Dengan demikian, perkara a quo sepanjang DPRD Provinsi Dapil Gorontalo 6 tidak 

memenuhi syarat formil permohonan PHPU, sehingga harus dinyatakan kabur. 

[3.5]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap 

perkara a quo sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6, sebelum 

menjatuhkan putusan akhir, penting bagi Mahkamah untuk menerbitkan petikan 

putusan sebagaimana amar petikan putusan di bawah ini. 

[3.6]  Menimbang bahwa dengan telah diterbitkannya petikan putusan a quo 

maka terhadap perkara a quo sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 

6 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan pembuktian. Dengan demikian, terhadap 

permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan 

Keterangan Bawaslu serta alat bukti para pihak sepanjang mengenai DPRD Provinsi 

Dapil Gorontalo 6 tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat 

relevansinya.  

[3.7]  Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon mengenai 

DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 2 yang juga terdapat 

dalam permohonan a quo akan dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan persidangan 

dengan agenda pembuktian. 

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
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2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6863) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal 

Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.  

Mengadili: 

Sebelum menjatuhkan putusan akhir: 

Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Gorontalo 

Dapil Gorontalo 6 tidak dapat diterima. 

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 

sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi 

Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, 

Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, 

pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, 

dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus 

perkara a quo, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka 

untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu, bulan Mei, tahun dua ribu 

dua puluh empat, selesai diucapkan Pukul 09.43 WIB, oleh sembilan Hakim 

Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan 

Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel 

Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan 

dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 
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oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait 

dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. 

 

KETUA, 

ttd. 

Suhartoyo 

ANGGOTA-ANGGOTA, 

ttd. 

Saldi Isra 

ttd. 

Ridwan Mansyur  

ttd. 

Arsul Sani 

ttd. 

Anwar Usman  

ttd. 

Arief Hidayat  

ttd. 

Enny Nurbaningsih  

ttd. 

Daniel Yusmic P. Foekh 

ttd. 

M. Guntur Hamzah 

PANITERA PENGGANTI, 

 

ttd. 

Jefri Porkonanta Tarigan 
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